BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    18    TAHUN 2007
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASKES SOSIAL BAGI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PT.ASKES (PERSERO)  DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam upaya menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan Kesehatan Bagi peserta PT.ASKES (PERSERO) dan anggota keluarganya perlu mengatur Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Sosial Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta PT.ASKES (PERSERO) dab Anggota Keluarganya di Puskesmas;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan  beserta Keluarganya;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Farmasi dan Alat Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.ASKES (PERSERO) dan anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007.

	
	

	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASKES SOSIAL BAGI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PT.ASKES (PERSERO)  DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupaten Bantul;

5. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan  beserta Keluarganya yang selanjutnya disebut PT.ASKES (PERSERO);

6. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Pegawai Tidak tetap yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan;

7. Keluarga adalah Isteri atau Suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

9. Pemberian Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT.ASKES (PERSERO) dan anggota keluarganya , selanjutnya disebut PPK;

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling;
11. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur;
12. Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas rawat inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis  lainnya, 

13. Rawat Inap Tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas rawat inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis  lainnya dimana peserta dan anggota keluarganya di rawat inap  palings edikit 1 (satu) hari;

14. Sistem Pembiayaankapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan kartu Askes yang terdaftar pada Puskesmas tersebut;

15. Jasa sarana adalah biaya yang dibayarkan untuk operasional penggunaan sarana di Puskesmas, bahan, dan alat medis habis pakai serta obat-obatan;

16. Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pelaksanaan dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis  lainnya serta untuk administrasi pelayanan.
BAB II
SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Bagian Kesatu

Rawat Jalan Tingkat  Pertama
Pasal 2
(1) 
Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan system pembiayaan kapitasi
(2)
Komponen Kapitasi terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan operasional Dinas Kesehatan
Pasal 3
Penggunaan dana kapitasi diatur sebagai berikut :

a. 70% (tujuh perseratus) untuk jasa sarana.

b. 25% (duapuluh luma perseratus) untuk jasa pelayanan.
c. 5% (lima perseratus) untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Pasal 4
Penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1)  diatur sebagai berikut :
a.
25% (duapuluh lima perseratus) digunakan untuk biaya operasional, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan dasar Puskesmas

b.
75% (tujuhpuluh lima perseratus) digunakan untuk pengadaan bahan dan alat medis habis pakai serta obat-obatan

Pasal 5

Penggunaan Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :

a.
90% (sembilan puluh perseratus ) digunakan untuk jasa pelayanan pasien yang pelaksanaannya diserahkan kepada Puskesmas sesuai denganKompetensinya
b.
10%(sepuluh perseratus) digunakan untuk biaya administrasi pelayanan
Pasal 6

Penggunaan biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagaimana pasal 3 ayat (3) digunakan untuk biaya operasional Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan ketertiban dan kelancaran pelayanan terhadap peserta Askes Sosial
Bagian Kedua
Rawat Inap Tingkat Pertama
Pasal 7

(1) 
Tarif Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan tariff paket per hari rawat

(2)
Tarif Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan operasional Dinas Kesehatan
Pasal 8

Penggunaan dana kapitasi diatur sebagai berikut :

a. 70% (tujuh perseratus) untuk jasa sarana.

b. 25% (duapuluh luma perseratus) untuk jasa pelayanan.
c. 5% (lima perseratus) untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Pasal 9

Penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Nomor (1) untuk akomodasi, sesuai peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, bahan dan alat medis habis pakai serta obat-obatan

Pasal 10

Penggunaan Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) diatur sebagai berikut :

a.
90% (sembilan puluh perseratus ) digunakan untuk jasa tindakan medik, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Puskesmas sesuai denganKompetensinya

b.
10%(sepuluh perseratus) digunakan untuk biaya administrasi pelayanan
Pasal 11

Penerimaan biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagaimana pasal 8 ayat (3) digunakan untuk biaya operasional Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan ketertiban dan kelancaran pelayanan terhadap peserta Askes Sosial

BAB III

PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 12

1.
Pengadaan obat-obatan, bahan, alat medis habis pakai dimaksud pada Pasal 4 Nomor (2) merupakan biaya untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas

2.
Perencanaan 
 pengadaan obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

3.
Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian obat kepada Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 13

1) 
Pembayaran kapitasi diberikan lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan cara sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan membuka Rekening di Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Bantul atas nama Instansi;


b.
PT.ASKES (PERSERO) akan mentransfer dana kapitasi ke Rekening Dinas Kesehatan;


c.
Dinas Kesehatan membayarkan dana kapitasi kepada Puskesmas, sesuai hak Puskesmas.

2)
Pembayaran pelayanan rawat inap diberikan lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan cara sebagai berikut : 


a.
Rekening dana pelayanan rawat inap sama dengan rekening dana kapitasi;


b.
Tagihan pelayanan rawat inap diajukan oleh Puskesmas ke PT.ASKES (PERSERO) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan tembusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;


c. 
PT.ASKES (PERSERO) memverifikasikan tagihan yang diajukan dan setelah disetujui , pembayaran ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan;


d. 
Dinas Kesehatan membayarkan dana pelayanan rawat inap kepada Puskesmas sesuai hak Puskesmas.

BAB V
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

(1) 
Penggunaan dana yang berasal dari PT.ASKES (PERSERO) dipertanggungjawabkan oleh Puskesmas kepada Kepala daerah Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
(2) 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memberikan pembinaan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan keputusan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 20 Maret 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Tanggal    20  Maret 2007

Nomor     19   Tahun 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858
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